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Menimbang : a. bahwa dana bantuan operasional ditujukan untuk 

menjaga kelangsungan pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi sesuai dengan pelayanan minimal dan 

untuk membantu menutupi kekurangan biaya 

operasional sebagai akibat adanya pembatasan pada 

sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri; 

  b. bahwa terdapat substansi penting yang berkaitan dengan 

bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang belum 

diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan 

Operasional Perguruan Tinggi Negeri, sehingga perlu 

diganti; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dana 

bantuan operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan 

Pemerintah dari anggaran fungsi pendidikan; 
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 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Operasional 

Perguruan Tinggi Negeri; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 14); 

 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 889); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL 

PERGURUAN TINGGI NEGERI. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang 

selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari 

Pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diberikan kepada Perguruan 

Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya 
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operasional sebagai akibat adanya batasan pada 

sumbangan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. 

2. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN 

adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah. 

3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS 

adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh masyarakat.  

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas 

dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.  

 

Pasal 2 

(1) BOPTN  digunakan untuk: 

a. pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat terkait penelitian di PTN dan PTS; dan 

b. nonpenelitian. 

(2) BOPTN yang digunakan untuk pelaksanaan Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait penelitian di 

PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari 

anggaran dana BOPTN. 

(3) BOPTN yang digunakan untuk nonpenelitian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dialokasikan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) 

dari anggaran dana BOPTN. 


